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BUPATI  PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR   4   TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

4. Peraturan . . . 

 

SALINAN 
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4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 5); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 7); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan 

BUPATI PATI 

 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan ekuitas; 

e. neraca; 

f. laporan arus kas;  

g. catatan atas laporan keuangan; 

h. ikhtisar laporan keuangan pemerintah desa; dan 

i. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan ringkasan laporan realisasi anggaran dan 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 sebagai berikut: 

a. pendapatan Rp. 2.725.202.350.660,00 

b. belanja Rp  2.623.732.654.045,00 

 surplus Rp. 101.469.696.615,00 

c. pembiayaan 

 1. penerimaan Rp.    101.216.697.011,00 

 2. pengeluaran Rp.    0,00 

 pembiayaan netto  Rp. 101.216.697.011,00 

 sisa lebih pembiayaan anggaran Rp.202.686.393.626,00 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: 

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah             

Rp34.396.183.660,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan  

setelah perubahan : Rp. 2.690.806.167.000,00 

2. realisasi  : Rp. 2.725.202.350.660,00 

 selisih lebih  : Rp. 34.396.183.660,00 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                   

Rp168.094.887.955,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja  

setelah perubahan : Rp. 2.791.827.542.000,00 

2. realisasi belanja : Rp.  2.623.732.654.045,00 

 selisih kurang : Rp.     168.094.887.955,00 

c. jumlah anggaran dengan realisasi surplus sejumlah 

Rp202.491.071.615,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. setelah perubahan : Rp. (101.021.375.000,00) 

2. realisasi  : Rp.    101.469.696.615,00 

 selisih lebih : Rp. 202.491.071.615,00 

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan    

sejumlah Rp195.322.011,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1.  setelah perubahan : Rp. 101.021.375.000,00 

2.  realisasi : Rp. 101.216.697.011,00 

 selisih lebih : Rp. 195.322.011,00 

f. selisih . . . 



- 4 - 

 

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1.  setelah perubahan : Rp.    0,00 

2.  realisasi : Rp.    0,00 

 selisih : Rp.        0,00          

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto   

sejumlah Rp195.322.011,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1.  setelah perubahan : Rp.    101.021.375.000,00 

2.  realisasi : Rp.     101.216.697.011,00 

 selisih lebih : Rp.     195.322.011,00 

Pasal 4 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan tahun yang 

berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut: 

a. saldo anggaran lebih awal : Rp. 101.021.374.734,00 

b. penggunaan saldo anggaran lebih : Rp. 100.993.325.011,00 

sub total 1 : Rp. 28.049.723,00 

c. sisa lebih pembiayaan anggaran : Rp. 202.686.393.626,00 

Sub Total 2 : Rp 202.714.443.349,00 

d. koreksi kesalahan pembukuan 

tahun sebelumnya : Rp (28.049.723,00) 

e. saldo anggaran lebih akhir : Rp. 202.686.393.626,00 

Pasal 5 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember 2021 sebagai berikut: 

a. pendapatan : Rp. 2.324.790.087.980,17 

b. beban : Rp. 2.225.141.921.284,19 

c. surplus dari kegiatan 

Operasional : Rp. 99.648.166.695,98 

d. surplus /(defisit dari kegiatan 

non operasional : Rp. (10.527.584.719,00) 

e. surplus/(defisit) sebelum pos 

luar biasa : Rp. 89.120.581.976,98 

f. pos luar biasa : Rp 0,00 

 surplus/(defisit)-LO : Rp. 89.120.581.976,98 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir 31 

Desember 2021 sebagai berikut: 

a. ekuitas awal : Rp.6.237.392.567.924,18 

b. surplus/(defisit)-LO : Rp. 89.120.581.976,98 

c. kebijakan kesalahan mendasar : Rp. (10.970.479.001,00) 

d. ekuitas akhir : Rp 6.315.542.670.900,16  

 

Pasal 7 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e  

untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 sebagai 

berikut: 

a. jumlah aset : Rp 6.356.447.372.037,16 

b. jumlah kewajiban : Rp 40.904.701.137,00 

c. jumlah ekuitas : Rp 6.315.542.670.900,16 

d. jumlah kewajiban  

 dan ekuitas  : Rp 6.356.447.372.037,16 

 

Pasal 8 

Laporan  arus kas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember Tahun 

2021 sebagai berikut: 

a. saldo kas awal  

 per 1 Januari tahun 2021   : Rp  101.273.124.496,00 

b. arus kas dari aktifitas operasi :  Rp. 371.800.904.007,00 

c. arus kas dari aktifitas investasi  :  Rp. (270.331.207.392,00) 

d. arus kas dari aktifitas pendanaan : Rp.    223.372.000,00 

e. Arus kas dari aktifitas transitoris : Rp (276.443.935,00) 

 kenaikan kas : Rp 101.416.624.680,00 

f. saldo akhir kas   

per 31 Desember 2021 :  Rp. 202.689.749.176,00 

 

Pasal 9 . . . 
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Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan. 

 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. lampiran I : laporan realisasi anggaran, terdiri dari:  

1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi; 

2. lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

3. lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan 

kegiatan; 

4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan 

daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 

b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran 

lebih; 

c. lampiran III : laporan operasional; 

d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas; 

e. lampiran V : neraca; 

f. lampiran VI : laporan arus kas; 

g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan; 

h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah; 

i. lampiran . . . 
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i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

tidak tertagih; 

j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah; 

l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi 

penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pengerjaan; 

o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah; 

q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek; 

r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang; 

s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum  

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun  

anggaran berikutnya; dan  

t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah atau perusahaan 

daerah. 

 

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

Ditetapkan di  Pati 

pada tanggal  26 Juli 2022             

BUPATI PATI, 

     ttd. 

HARYANTO 

Diundangkan di  Pati 

pada tanggal 26 Juli 2022  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

 ttd. 
 

   JUMANI 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  PATI TAHUN 2022 NOMOR  4 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH : 

(4-126/2022) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR  4   TAHUN 2022 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

I. UMUM 

 Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang 

telah dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

merupakan kerangka hukum dan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi 

Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual. 

 Prinsip Akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu 

urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, 

besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan 

suatu Urusan Pemerintahan.   

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 Pasal 2 

  Cukup jelas. 

 Pasal 3 

  Cukup jelas. 

 Pasal 4 

  Cukup jelas. 

Pasal 5 . . . 
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 Pasal 5 

  Cukup jelas. 

 Pasal 6 

  Cukup jelas. 

 Pasal 7 

  Cukup jelas. 

 Pasal 8 

  Cukup jelas. 

 Pasal 9 

  Cukup jelas. 

 Pasal 10 

  Cukup jelas. 

 Pasal 11 

  Cukup jelas. 

 Pasal 12 

  Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR  155 


